
PERLAKUAN PERPAJAKAN
UNTUK DOSEN/PENGAJAR
PERGURUAN TINGGI



DASAR 
HUKUM

• UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 20091 tentang 
perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan

• PMK-252/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009] tentang 
petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan Orang Pribadi

• PER-16/PJ/2016 [berlaku sejak 29 September 2016) tentang pedoman 
teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 
penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan 
dengan pekerjaan. jasa. dan kegiatan orang pribadi.

• PMK-101/PMK.010/2016 (berlaku sejak 27 Juni 2016) tentang 
penyesuaian besarnya PTKP

• PER-17/PJ/2015 (berlaku sejak 1 Januari 2016) tentang Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto



setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, 
baik yang berasal dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia, 
yang dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan

OBJEK 
PAJAK

PENGHASILAN :
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh )



PENGHASILAN DOSEN Penghasilan sebagai Pegawai Tetap / Tidak
Tetap

Penghasilan Bukan Pegawai

Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara
teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota
dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu
tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan
dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah
pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila
pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan
jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang
dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan
yang diminta oleh pemberi kerja.

Orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai
Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang
memperoleh penghasilan dengan nama dan
dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal
21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa
yang dilakukan berdasarkan perintah atau
permintaan dari pemberi penghasilan

Pasal 3 huruf c angka 4 PER-16/PJ/2016



PENGHITUNGAN PAJAK Dipotong oleh Pihak Lain (PPh Pasal 21)

Dibayar Sendiri (PPh Pasal 25/29)

• pemberi kerja
• bendahara atau pemegang kas pemerintah
• dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial

tenaga kerja, dan badan lain yg membayar uang
pensiun secara berkala

• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang membayar honor,  
fee, dan imbalan lainnya

• penyelenggara kegiatan

Melakukan penghitungan atas penghasilan yang
diterima/diperoleh dalam 1 tahun pajak dan
melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi (paling lambat 31 Maret)

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016



Tarif Pajak Penghasilan

Sampai dengan Rp 50 juta 5%

Di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta 15%

Di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

Di atas Rp 500 juta

25%

30%

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a
UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh)



PENGHASILAN
TIDAK
KENA
PAJAK

Rp54.000.000,00Rp54.000.000,00 Untuk diri Wajib PajakUntuk diri Wajib Pajak

Rp4.500.000,00Rp4.500.000,00 Tambahan utk WP KawinTambahan utk WP Kawin

Rp4.500.000,00Rp4.500.000,00

Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang

Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang

Berdasarkan PMK NO. 
101/PMK.010/2016 DAN PER‐
16/PJ/2016 

penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender



PENGHASILAN
TIDAK
KENA
PAJAK

BERDASARKAN PMK NO. 
101/PMK.010/2016 DAN PER‐
16/PJ/2016 



Bantuan Pendanaan PTN BH

PENGHITUNGAN 
PAJAK

Pengajar sebagai Pegawai Tetap / Tidak Tetap



Bantuan Pendanaan PTN BH

PENGHITUNGAN 
PAJAK

Pengajar yang Bukan Pegawai / Dosen Tamu



Bantuan Pendanaan PTN BH

CONTOH 
PENGHITUNGAN

Pengajar sebagai Pegawai Tetap

Santosa adalah seorang
dosen tetap di Universitas
Indonesia Jaya. Setiap bulan
menerima penghasilan
berupa gaji sebulan sebesar
Rp5.750.000  dan
membayar iuran pensiun
sebesar Rp. 200.000

Santosa telah menikah dan
belum memiliki anak.
Berapakah PPh terutang
atas Santosa?



Bantuan Pendanaan PTN BH

CONTOH 
PENGHITUNGAN

Pengajar yang Bukan Pegawai

Aisyah (TK/0) merupakan
dosen tamu di Universitas
Abadi. Aisyah telah memiliki
NPWP, serta hanya
memperoleh penghasilan
dari hubungan kerja
dengan satu pemotong
PPh 21 dan tidak memiliki
penghasilan lainnya. 
Honor yg diterima sebesar
Rp3.000.000 /pertemuan.  
Oktober 2018. Aisyah
mengajar sebanyak 4 kali di 
Universitas Abadi.

Berapa PPh Pasal 21-nya?

- Penghasilan Bruto Sebulan (Rp3.000.000 x 4) Rp. 12.000.000
- Penghasilan Netto (50 % x Rp. 12.000.000 ) Rp. 6.000.000
- PTKP (TK/0) sebulan (Rp. 4.500.000)
- Penghasilan Kena Pajak (Rp. 1.500.000)
- PPh Pasal 21 yang dipotong (5% x Rp. 1.500.000) Rp. 75.000

Jika Aisyah ternyata juga menerima honor mengajar dari Universitas
Jayaraya :

- Penghasilan Bruto Sebulan (Rp3.000.000 x 4) Rp. 12.000.000
- Penghasilan Kena Pajak (50 % x Rp. 12.000.000 ) Rp. 6.000.000
- PPh Pasal 21 yang dipotong (5% x Rp. 6.000.000) Rp. 300.000



Bantuan Pendanaan PTN BH

CONTOH 
PENGHITUNGAN
PAJAK TAHUNAN

Pada tahun 2017, Tuan AMAN memiliki penghasilan dari dua pemberi 
kerja dengan asumsi Tuan AMAN bekerja di PTN BERADA sebagai dosen
dan merangkap pegawai tetap dan di PTS AMANDA, maka masing-
masing tempat kerjanya memotong PPh Pasal 21 dan Tuan AMAN 
memiliki dua bukti potong 1721 A1. Contoh ringkasan dua bukti potong 
1721 A1 adalah sebagai berikut:

Deskripsi PTN BERANDA PTS AMANDA
Pengh Netto 185,000,000 205,000,000 
PTKP (TK/0) 54,000,000 54,000,000 
PKP 131,000,000 151,000,000 
PPh 21 Terutang 14,650,000 17,650,000 
PPh 21 Dipotong 14,650,000 17,650,000 



Penjelasan Pasal 4 UU PPh:

Karena Undang-Undang ini menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk
mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Penyelesaian:

Pengh Netto 390,000,000
PTKP 54,000,000
PKP 336,000,000 
PPh Terutang 54,000,000
Kredit Pajak
PTN Beranda 14,650,000 
PTS AMANDA 17,650,000 

32,300,000 
PPh yang masih kurang bayar 21,700,000 



1770 S ‐Induk



PPh Kurang Bayar 
Rp 21.700.00,‐.

Angsuran Psl 25 Rp
1.808.333,‐.

BA1



Slide 16

BA1 BAYU AGATYAN; 07/11/2018



Pada tahun 2017, Tuan MASTERPIECE memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan 
- PTN BERANDA DENGAN BUKTI POTONG 1721-A1
- Penghasilan sekali mengajar pada perusahaan PT MEGALOMAN dengan Bukti Potong Pasal 21 Tidak Final 

dengan perincian sebagai berikut:

CASE 2

Deskripsi PTN BERANDA

Pengh Netto 185,000,000 

PTKP (TK/0) 54,000,000 

PKP 131,000,000 

PPh 21 Terutang 14,650,000 

PPh 21 Dipotong 14,650,000  - 5%             1,250,000 21 100 - 17              50,000,000         25,000,000 X

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

KODE OBJEK PAJAK
JUMLAH

PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

DASAR PENGENAAN
PAJAK

(Rp)

T A R IF  LEB IH
T IN GGI 20%

(T ID A K B ER -
N P WP )

TARIF
(%)

PPh DIPOTONG
(RP)



Penyelesaian:
Pengh 1721‐A1 185,000,000 
Pengh BP 50,000,000 
Pengh Netto 235,000,000 
PTKP 54,000,000 
PKP 181,000,000 
PPh Terutang 22,150,000 
Kredit Pajak
1721‐A1 14,650,000 
BP tdk Final 1,250,000 

15,900,000 
PPh yang masih
kurang bayar 6,250,000 





Pada tahun 2017, Tuan MASTERPIECE memiliki penghasilan dari pemberi kerja dengan 
- PTN BERANDA DENGAN BUKTI POTONG 1721-a1
- Penghasilan final mengajar di PEMDA XX dengan sumber dana dari APBD dengan Bukti Potong Pasal 21 

Final dengan perincian sebagai berikut:

CASE 3

Deskripsi PTN BERANDA

Pengh Netto 185,000,000 

PTKP (TK/0) 54,000,000 

PKP 131,000,000 

PPh 21 Terutang 14,650,000 

PPh 21 Dipotong 14,650,000 







PERGURUAN 
TINGGI sebagai 
komunitas akademis 
menjadi teladan dalam 
memahami dan 
melaksanakan kewajiban 
perpajakan




